ABSTRAK

Dengan di sahkannya Undang-Undang Ciptaker No. 11 Tahun 2020 telah
mengubah atau menghapus sebagian ketentuan dalam Undang-Undang No0.32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)
salah satunya mengenai “izin lingkungan” yang berada di dalam pasal 36. Dengan
adanya penyederhanaan tersebut dianggap telah menambah permasalahan-
permasalahan salah satunya adalah mengenai permasalahan lingkungan yang
sampai saat ini belum bisa teratasi adalah polusi lingkungan dan kerusakan
lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas manusia serta mempertanyakan
eksitensi izin lingkungan setelah diterbitkannya UndangUndang Ciptakerja.
Pendekatan ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual
dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Hasil dari
penelitian ini Didalam Undang-Undang Ciptakerja mengenai pencabutan izin
lingkungan ke dalam Perizinan berusaha untuk meningkatkan Sistem Perizinan dan
memperkuat penegak hukum pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan
pencabutan atau penerbitan izin lingkungan.Kewenangan harus dilandasi oleh
ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan
kewenangan yang sah,pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung
oleh sumber kewenangan,selain Dihapuskannya izin lingkungan dalam Undang-
Undang Cipta Kerja tidak serta merta menghilangkan kontrol terhadap kegiatan
usaha yang merugikan lingkungan, Penghapusan pasal tentang Perizinan dengan
alasan diatas terbentuk untuk guna mempermudah dalam mengurus izin lingkungan

tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan.
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ABSTRACT

With the enactment of the Copyright Act No. 11 of 2020 has changed or
deleted some of the provisions in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental
Protection and Processing (PPLH), one of which is regarding "environmental
permits” which is contained in article 36. One of the problems is regarding
environmental problems that have not been resolved so far, namely environmental
pollution and environmental damage that occur as a result of human activities and
questioning the existence of environmental permits after the issuance of the Job
Creation Act. This approach uses a normative research method that uses a statutory
approach (Statue Approach) and a conceptual approach using primary legal
materials and secondary legal materials. and strengthen government law
enforcement has the authority to revoke or issue environmental permits. Authority
must be based on existing legal provisions (the constitution) so that authority is a
legitimate authority, officials (organs) in issuing decisions are supported by
sources of authority, in addition to the abolition of environmental permits in The
Job Creation Act does not necessarily eliminate control over business activities that
are detrimental to the environment. The abolition of the article on Licensing for the
above reasons was formed to make it easier to administer environmental permits

without reducing the essence of licensing. n environment.
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